
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang 
Administrasi Kcpcndudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674). sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006): 

2. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
68, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tcntang 
Pcngclolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 69 Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4726): 

4. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tcntang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis 
Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan 
Dacrah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5043); 

6. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pcmbentukan Peraluran Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa 
(Lcrnbaran Negara Republik Indonesia tahun 20 J 4 Nornor 7 tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tcntang 
Pcmbcntukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tcnggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561 ); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcmcrintahan Daerah, sebagairnana telah diubah dengan Pcraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 

a. Bahwa guna mcndukung pelaksanaan Adrninistrasi Pcmcrintahan, 
Administrasi Kependudukan, Pcmbangunan dan Pembinaan Kcmasyarakatan 
di Dacrah Kabupatcn Muna Barnt sebagai Daerah Otonomi Baru, diperlukan 
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pcmerintahan Kabupaten, Kecamatan 
dan Dcsa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Muna Barat. 

b. Bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dirnaksud dalam huruf a 
diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati Muna Baral tcntang Kodc dan 
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Muna Barnt. 

BUPATI MUNA BARAT 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

KODE DAN DA TA WILA Y AH ADMINJSTRASJ PEMERJ NTAHAN 
KABUPATEN MUNA BARAT 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR:'fLTAHUN 2015 

TENT ANG 

BUPATJ MUNA BARAT 

Mengingat 

Menimbang 

I 



Pasal 2 
l. Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ~eb~gsai1mana_ tTerlampir, 

menggunakan Data dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi u awesi _en~ara 
sampai Oktober Tahun 2014 serta data agregat pendud~k dari Dmas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna sampai 31 Dcsember 
2014 sebagai dasar penetapan. . . . 
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemenntahan seb~mana d1_ma~ud 2· pada ayat ( l) adalah sebagaimana tercantur:n dalam Lampiran sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat uu. 

BAB II 
KODE DAN DATA WILAY AH 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat. 
5. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Identitas Wilayah 

Administrasi Pemerintahan, yang memuat Kode dan Data Wilayah 
Administrasi Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Ke)urahan 
dalam Wilayah Kabupaten Muna Barat; 

6. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Data dasar yang memuat 
nama Wilayah, luas Wilayah dan jumlah Penduduk yang dirinci mulai dari 
Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Muna Barat; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KODE DAN DATA 
WILA YAH ADMINISTRASJ PEMERJNTAHAN 

KABUPATEN MUNABARAT 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

IO. Peraturan Pemerintah N 
Pemerintahan antara ~=:n!!wTahun 20~7 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten!KoU: cie~°;,enntah Daerah P~ovinsi dan 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan L b aran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4737); ' em aran Negara Republik Indonesia 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 78 T 
Pcmbentukan Penghapusan dan p :'1un 2007 Tentang tata cara 
RcpubJ!k Ind~ne~ia Tahun 2007 N::~: ttfan Daerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4791)· ' Tambahan Lembaran Negara 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 r tan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N en l Kecamatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4826)· omor 0, Tambahan lembaran 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri N~mor 28 Tab 

DPembMentu~-· Penghapusan, Penggabungan Desa dan U:.e~i:aa teSntatantug 
esa enjadi Kelurahan· ' s 

14 P · ' . eraturan Menten Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan, Pe?ghapusan, dan Penggabungan Kelurahan; 

15. P~~turan Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 
di Lmgkungan Pemerintah Daerah: 

16. Peraturan Menteri Dalam Ne~eri Nomor 53 Tahun 2011 tentan 
Pembentukan Produk Hukum Daerah: g 

17. Pera~ Menteri Dalam Negeri Ndmor 18 Talmo 20 J 3 tentang Kode dan 
Data Wdayah Administrasi Pemcrintahan. 

Menetapkan 

u 

/ 
/ 



MAN\, M.Pd AATTAHUN 2015 NOMOR: 
ors. . RAH KABUPATEN MUNA BA 
BER\TA DAE 

k di· Laworo Oiundang an · · 2015 
I . Februan pada Tangga · 

BUPATEN MUNA BAAAT 
SEKRET AR\S OAEAAH KA 

. k di · Lawore D1tetap an 1 · . 201 5 Pada tanggal : It Fcbruan 

Tl MUNA BARAT 

Pasal S 
Kode dan Data Wilayah Adrninistrasi Pemerintahan Kab_u~aten ~una Baral 
sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Muna Barat rru selanjutnya akan 
diruangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat. 

Pasal 6 
. . . . b I k da tanggal diundangkan. Peraturan Bupan 1111 mulai er 8 u pa 

. al kan pengundangan Peraturan 
tal,uinya, memermt 1 Muna Agar setiap orang menge da\am Berita Daerah Kabupaten 

Bupati ini dengan penempatannya 
Barat. 

BAB Ill 
KETENTUAN PCNUTUP 

Pasal 4 
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Bupati Muna Baral ini merupakan Kode dan Data Wilayah 
Administrasi Pemerintahan yang resmi serta dapat digunakan dan menjadi 
acuan bagi setiap SK.PD Se-Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan dan 
penyelenggaraan Administrasi Pcrnerintahan, Pcmbanguoan dan 
Kemasyarakatan. 

Pasal 3 
Lampiran Kode dan Data Wilayah Admioistrasi Pernerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berupa Buku Ioduk yang memuat Kode dan 
Data Wilayah Adrninistrasi Pernerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan 
Desa/Kelurahan dalarn Wilayah Kabupaten Muna Baral. 

) 
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NAMA PROVINSI/ JUMLAH NAMA/JUMLAH LUAS WILAYfili PENDUDUK KODE KABUPAnNIKOTA KETERANGAN 
KAB. KOTA KECAMATAN KELURAHAN DESA (Km2) ! (Jiwa)•) 

74 SULAWESI TENOGARA 
74.13 1. KAB. MUNA BARAT 11 5 81 1.022,89 78.233 UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.01 I. Sawerigadi 10 102,60 6.955 Scmula Wit Kab. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.01.2001 I. Wakoila 3,00 424 
74.13.01.2002 2. Waukuni 9,09 325 
74.13.01.2003 3. Kampobalano 8,00 635 
74.13.01.2004 4. Maperaha 8,20 638 
74.13.01.2005 5. Nihi 10,00 1.024 
74.13.01.2006 6.Marobea 19,19 1.157 
74.13.01.2007 7.0ndoke 4,97 946 
74.13.01.2008 8. Lakalamba 10,15 504 
74.13.01.2009 9. Lawada Jaya 20,00 930 
74.13.01.2010 10. Lombu Jaya 10,00 372 
74.13.02 2.Barangka 8 48,09 6.646 Sanula Wil Kab. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.02.2001 I. Wuna 3,13 722 
74.13.02.2002 2. Lafinde 3,2S 476 
74.13.02.2003 3. Waulai 4,38 671 
74.13.02.2004 4. Walelei 5,22 682 
74.13.02.2005 5.Sawerigadi 9,60 1.241 
74.13.02.2006 6.Bungkolo 7,51 557 
74.13.02.2007 7.Barangka 7,22 964 
74.13.02.2008 8. Lapolea 7,78 1.333 

' 

) 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR : .. ~.~ .... TahlDl 2015 
TENT ANG KODE DAN DATA WILA Y AH ADMNISTRASI PEMERINTAHAN 
KABUPATEN MUNA BARAT 

.. 



J 

NAMA PROVINSI/ JUMLAH NAMA/JUMLAH LUAS WILAYAH PENDUDUK KODE KETERANGAN KABUPATEN/KOTA KAB. KOTA KECAMATAN KELURAHAN DESA (Km2) (Jiwa)•) 
74.13.03 3.Lawa 2 6 85.17 8.601 SemulaWil Kab. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.03.2001 I. Lagadi 9,37 SIS 
74.13.03.2002 2. Latugho 5,18 1.402 
74.13.03.2003 3. Latompe ~89 982 
74.13.03.2004 4. Lalemba 8,10 1.210 
74.13.03.2005 S.Madampi 12,01 S40 
74.13.03.2006 6. Watumela 4,7S 773 
74.13.03.1007 I. Wamelai 10,87 1.401 
74.13.03.1008 2.Lapadaku 8,00 1.478 
74.13.04 4. Wadaga 7 175.05 6.400 Semula Wit Kab. Mana Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.04.2001 I. Lailangga 32,80 1.431 Semula Wil Kee. Lawa, Pada No. S/2008 
74.13.04.2002 2. Lasosodo 11,SO 821 Semula Wil Kee. Lawa, Penla No. S/2008 
74.13.04.2003 3. Walcontu 27,00 839 Semula Wil Kee. Lawa, Perda No. S/2008 
74.13.04.2004 4. Lalcanaha 37,Sl 1.244 Semula Wil Kee. Lawa, Penla No. 5/2008 
74.13.04.2005 S.Katobu ~4 1.007 Semula Wil Kee. Lawa, Penla No. S/2008 
74.13.04.2006 6. Lindo 10,00 7SI Semula Wil Kee. Lawa, Penla No. S/2008 
74.13.04.2007 7.Kampani 30,00 308 Semula Wit Kee. Lawa, Pen1a No. S/2008 
74.13.0S S. Tiworo Selatan s 66,98 5.S74 Semula Wil Kab. il1W1aSesuai UU No. 14 Tahun2014 

I. Parura Jaya 20,0S r' 
74.13.0S.2001 726 Semula Wil Kee. Maginti, Penla No. S/2008 
74.13.0S.2002 2.Katangana 20,93 943 Semula Wil Kee. Maginti, Penla No. S/2008 
74.13.0S.2003 3. Kasimpa Jaya 12,00 2.294 Semula Wil Kee. Maginti. Perda No. 5/2008 
74.13.0S.2004 4. Sangia Tiworo 8,00 846 Semula Wil Kee. Msginti. Pada No. S/2008 
74.13.0.5.2005 S.Barakkah 6,00 76S Semula Wil Kee. Maginti, Perda No. 5/2008 
74.13.06 6. Maginti 8 66,57 8.086 SemulaWil Kab. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.06.2001 I. Kanglamawe 8,36 1.478 
74.13.06.2002 2. Maginti ~7 1.164 
74.13.06.2003 3. Pajala 12,01 996 
74.13.06.2004 4. Abadi Jaya 12,33 1.278 
74.13.06.2005 S.Gala S.50 36S 
74.13.06.2006 6. Pasi Padanga 3,50 428 
74.13.06.2007 7.Bangko 7.50 I.IS4 
74.13.06.2008 8. Kembar Mamhwa 9,00 1.227 

! 

) 



) 

NAMA PROVINSV JUMLAH NAMA I JUMLAH LUAS WILA Y AH PENDUDUK KETERANGAN KODE KABUPATEN/KOTA KAB. KOTA KECAMATAN KELURAHAN DESA (Km') (Jiwa)•) 
74.13.07 7. Tiworo Teogah 8 98,40 7.165 Semula Wil Kah. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.07.200 I I. Wanseriwu 29,00 803 Scmula Wil Kee. Lawa, Perda No. 5/2008 
74.13.07.2002 2. Labokolo 9,60 784 Semula Wil Kee. Lawa, Perda No. 512008 
74.13.07.2003 3. Langku Langku 11,60 523 
74.13.07.2004 4. Mekar Jaya 9,00 1.519 
74.13.07.2005 5. Wnpae Jnya 16,90 1.075 
74.13.07.2006 6. Momuntu 8,55 653 
74.13.07.2007 7. Lakabu 5,50 339 
74.13.07.2008 8. Suka Damai 8,25 1.468 
74.13.08 8. Tiworo Utara 7 63,92 4.734 SernulaWil Kah. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.08.200 I I. Tasipi 4.15 589 Sernula Wit. Kee. Tiworo Tengah, Perda No.512008 
74.13.08.2002 2. Mandike 5,00 344 Sernula Wil. Kee. Tiworo Tengah, Perda No.512008 
74.13.08.2003 3. Bero 5,00 349 Semula Wit. Kee. Tiworo Tengah, Perda No.5/2008 
74.13.08.2004 4. Santigi 2,24 184 Semula Wil. Kee. Tiworo Tengah, Perda No.5/2008 
74.13.08.2005 5. Tondasi 17,65 981 Semula Wil. Kee. Tiworo Tcngah, Perda No.5/2008 
74.13.08.2006 6. Santiri 17,88 1.387 Semula Wil. Kee. Tiworo Tengah, Perda No.512008 
74.13.08.2007 7. Tiga 12,00 900 Scmula Wit. Kee. Tiworo Tengah, Pcrda No.5/2008 
74.13.09 9. Tiworo Kepulauao 2 7 102,12 7.375 SemulaWil Kab. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 
74.13.09.2001 I. Katcla 7.54 994 
74.13.09.2002 2. Laserna 17,54 746 
74.13.09.2003 3. Sido Makmur 6,50 1.164 
74.13.09.1004 I. Waumere 12,10 875 
74.13.09.1005 2. Tiworo 13,00 998 
74.13.09.2006 4. Wnturempe 7,65 448 
74.13.09.2007 5. Laworo 12,50 545 
74.13.09.2008 6. Wulanga Jaya 12,74 883 
74.13.09.2009 7. Wandoke 12,55 682 

) 
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3 
B . T a uparcn Munr-:::-PAJ;UU~;;::-=-::~--- 
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UNIT I SATUA BUPATI Ml NA BJ\ <Al 

N KERJSA 

Samber Data: 

) 

KODE NAMA PROVINSI/ JUMLAH r 
KADUPATENIKOTA KAB. 

NAMA I JUMLAH 

74.13.10 

KOTA KECMiATAN 

(Km2) l'ENDUDUK 
K.ETERAJ\GAN 

74. 13.10.2001 

10. Kusambi 
KELURAHAN OESA 

74. 13.10.2002 

1 9 118,30 11.708 
Scmula Wil Kab. Muna Scsuai UU No. 14 Tnhun 2014 

74.13.10.2003 

I. Lerno Ambo 6,78 588 

7-U3.10.2~ 

2. Kasakarnu 8,70 836 

74.13.10.2005 

3. Tanjung Pinang 9,61 1.035 

74.13.10.2006 

4. Sidamangura 17,07 2.362 

74.13.10.2007 

5. Lakawoghe 5,83 772 

74.13.10.1008 

6. Lapokainse 4,55 835 

74.13.10.2009 

7. Guali 8,56 1.731 

74.13.10.2010 

I. Konawe 19,16 2.0-U 

74.13.11 

8. Kusambi 32,08 872 

- 
74.13.11.2001 

11. Napano Kusambi 
9. Bakeramba 5.96 633 

74.13.11.2002 

6 95,69 4.991 
Semu\a\Vil Kab. Muna Sesuai UU No. 14 Tahun 2014 

74. 13. I 1.2003 

I. Masara 15,00 559 Scmula Wil. Kee. I sambi, Perda No. snOOS 

74.13.11.2004 

2. Lahaji 18,00 773 Semula Wil. Kc< .11sambi, Perda No. snOOS 

74.13.11.2005 

3. Umba 12,36 822 Semula Wil. Kee. Kusambi. Pcrda 
0 <;(2008 

74.13. I 1.2006 

4. Kornbikuno 14,61 775 
Semula Wil. Kee Napabalano, P.:rda No. 5/2008 

5. Latawe 12,14 1.372 
Scmula Wil. Kee. Napabalano. Perda No. 5/2008 

JUMLAH 

6. Tangkumaho 23.58 690 
Scmula Wil. Kee. Napabalano, Perda No. sn008 

11 . 5 81 1022,89 78.235 
- 
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